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A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- 

Undang; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data 

pemilih berkelanjutan; 

5. Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan 

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 

tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses 

pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

 

B. Imbauan 

Berdasarkan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi proses 

pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan 

oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan (PDPB), serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan. 

Namun, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten 

Kuningan menghadapi kendala substantif berupa tidak tersedianya akses terhadap 

data pemilih secara by name by address (BNBA) sebagaimana seharusnya menjadi 

syarat dasar keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam demokrasi. Tanpa akses 

terhadap data BNBA, proses verifikasi dan validasi data pemilih yang bersumber dari 

laporan masyarakat, hasil uji petik lapangan, maupun hasil koordinasi dengan 

instansi terkait menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi melemahkan efektivitas 

pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pemutakhiran data. 

Padahal, BNBA merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan uji petik yang 

objektif dan representatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bawaslu No. 29 

Tahun 2025. Ketiadaan akses terhadap data BNBA juga menyulitkan Bawaslu dalam 

membandingkan langsung antara hasil rekapitulasi PDPB oleh KPU dengan data 




